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PALU, MERCUSUAR - Se-
kretaris Kabupaten Moro-
wali, Syahrir Ishak (54),
mengklaim bahwa ia mela-
kukan pelanggaran admi-
nistrasi.

Sehingga harus dibebas-
kan dari dakwaan primair
maupun subsidair JPU se-
suai Pasal 191 Ayat (1)
KUHAP atau setidaknya
melepaskannya dari semua
tuntutan hokum sesuai Pa-
sal 191 Ayat (2) KUHAP.

Hal itu tertuang dalam
pledoi (pembelaan) yang
disampaikan oleh tim pe-
nasehat hukum terdakwa
pada persidangan di Penga-
dilan Tipikor pada Pengadi-
lan Negeri (PN) Palu, Senin
(9/12/2013).

Syahrir Ishak merupakan
salah satu terdakwa kasus
dugaan korupsi penyertaan

- modal Pemerintah Kabu-
paten (Pemkab) Morowali
pada Perusahaan Daerah
(Prusda) untuk pengadaan
kapal tahun 2006.

Dalam pledoi disebutkan,
dalam rumusan tuntutan
JPUpada pokonya menda-
lilkan ada rangkaian perbu-

atanmewujudkan korupsi.
Hal itu diawali adanya pem-
bentukan Prusda oleh Plt
Bupati Morowali. Kemudian
diusulkan anggaran peny-
ertaan modal pada Prisda
dalam pembahasan APBD
hingga pemberian pinjaman
daerah, serta pertanggung
jawaban penggunaan ang-
garan itu.

Rangkaian peristiwa itu
diwakili oleh masing-ma-
sing orang sebagai pelaku.
Dimana, terdakwa selaku
Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA) didakwa melakukan
perbuatan hukum atau me-
nyalagunakan kewenan-
gan, yakni menandatangani
Surat Perintah Membayar
(SPM) hingga dana untuk
Prusda dapat dicairkan.
“Dengan demikian, ber-
dasarkan rumusan dakwaan
JPU maka hanya melakukan
perbuatan, yakni menan-
datangani surat perintah
membayar (SPM) tidak se-
suai prosedur dan berten-
tangan dengan ketentuan
perundang-undangan yang
berlaku,” ujar Nasrul Dja-
maluddin.
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“Berdasarkan keterangan
saksi, pendapat ahli dan
keterangan terdakwa, serta
bukti surat yang terung-
kap dipersidangan, maka
terdakwa Syahrir Ishak
telah menjalankan tugas
dan fungsinya sebagai KPA
sesuai prosedur dan meka-
nisme. Sehingga tidak ter-
bukti bekerjasama dengan
terdakwa lain atau pihak
lain untuk pencairan dana
Rp4 miliar ke Prusda Moro-
wali,” sambung Nasrul.

Mendengar pledoi pihak
terdakwa, JPU langsung
menjawab secara lisan.
“Kami (JPU) tetap pada
tuntutan,” singkat Hendra
Hermawan SH.

Mendengar keteran-
gan kedua pihak, Ketua
Majelis Hakim Rommel F
Tampubolon SH langsung
menunda sidang hingga
Senin (23/12/2013), den-
gan agenda pembacaan
putusan. Diketahui, Kamis
(28/12/2013) lalu, Syahrir
Ishak, dituntut tujuh tahun
enam bulan penjara, serta
denda Rp200 juta subsider
tiga bulan kurungan. ack




